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PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA 
 

NOMOR  4  TAHUN 2005 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA   

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 
 
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan  secara efektif dan 
efisien, maka dipandang perlu membentuk susunan organisasi 
Kelurahan dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya ;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu 
dituangkan dalam Peraturan Daerah; 

 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041) ; 

  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor    4117) ; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) ; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438) ; 

 



7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4263); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428) ; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Organisasi Kecamatan ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Organisasi Kelurahan ; 

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 
2003 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang 
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 Tahun 2003 tentang 
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30.); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA 

 
dan 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA 

 
MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG  
PEMBENTUKAN  DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal   1 

 
Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan : 
1.  Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 

 



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya. 
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah 

Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam 
rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Satuan Polisi Pamong Praja,  Kecamatan dan Kelurahan. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kota Tasikmalaya. 

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah 
dalam lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.  

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya. 
10. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya. 
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri 

Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh 
Pejabat yang berwenang. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN 
 

Pasal   2 
 

Dengan Peraturan Daerah  ini dibentuk Organisasi Kelurahan dalam 
lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 

 
BAB   III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN 
SUSUNAN ORGANISASI 

  
Bagian Pertama 

Kedudukan 
 

Pasal 3 
 

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah 
kerja tertentu, yang dipimpin oleh Lurah. 

(2) Lurah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini 
berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara Pemerintahan di 
wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Walikota melalui Camat. 

 
Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

 
Pasal 4 

 
Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas yang 
dilimpahkan oleh Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. 

 
 
 
 
 

 



Bagian Ketiga 
Fungsi 

 
Pasal 5 

 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kelurahan  mempunyai  fungsi : 
1. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat ; 
2. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang 

pelayanan masyarakat  ; 
3. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya di bidang 

pemberdayaan masyarakat ; 
4. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban  ; 
5. Melaksanakan koordinasi instansional dan lembaga kemasyarakatan 

di wilayah kerjanya  ; 
6. Menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan 

rumah tangga ; 
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota dan atau 

Camat sesuai dengan tugasnya. 
 

Bagian Keempat 
Susunan Organisasi 

 
Pasal   6 

 
(1) Susunan Organisasi Kelurahan,  terdiri dari : 

a.  Lurah ; 
b.  Sekretariat Kelurahan; 
c.  Seksi Pemerintahan ; 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; 
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat ; 
f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan. 

 
BAB  IV 

ESELON PERANGKAT KELURAHAN 
 

Pasal 7 
 

(1) Eselon Lurah adalah Jabatan Eselon IV a. 
(2) Eselon Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan adalah 

Jabatan Eselon IV b. 
 
 
 

 
 
 

 



BAB  V 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 
Pasal  8 

 
(1) Pada Kelurahan  dapat dibentuk Jabatan Fungsional. 
(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri 

atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang diangkat oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah. 

(4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh 
Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 
BAB  VI 

TATA KERJA 
 

Pasal  9 
 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris, para Kepala Seksi 
dan Kelompok Jabatan Fungsional  wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi 
Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan.  

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi Kelurahan bertanggungjawab 
memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta 
menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai 
kebutuhan. 

 
BAB VII 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal   10 
 

Pembiayaan operasional Kelurahan bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya serta 
penerimaan dari sumber lain yang sah. 

 
BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 11 
 

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan 
Daerah ini dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

 



 

Pasal 12 
 

Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh 
Walikota atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal   13 

 
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang 
mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 
BAB X 

KETENTUAN TAMBAHAN 
Pasal 14 

 
Uraian Tugas Unit Kelurahan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah 
ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 
BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP  
Pasal  15 

 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan 
Peraturan  Walikota. 

 
Pasal  16 

 
Peraturan Daerah  ini mulai  berlaku pada tanggal  diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya. 

 
 

Ditetapkan di Tasikmalaya 
pada tanggal  12 April 2005 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 
 Ttd.                                             

  
                                                 

H. BUBUN BUNYAMIN 
 
Diundangkan di  Tasikmalaya 
pada tanggal 13 April 2005 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 

 
Ttd. 

 
 

                H.  ENDANG SUHENDAR 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN  2005   NOMOR  54   SERI  D



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA  TASIKMALAYA 
NOMOR : 4 TAHUN 2005 
TANGGAL : 12 April 2005 

 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

KELURAHAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA 
 
 

 
 
 
 
 

LURAH 

 
 SEKRETARIAT 

KELURAHAN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 
 

Ttd. 
 
 

H. BUBUN BUNYAMIN

SEKSI 
PEMERINTAHAN 

 

SEKSI  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

 

SEKSI  
KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN  

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 
SEKSI  

EKONOMI DAN 
PEMBANGUNAN 

 - 7
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